
SALINAN 

BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI LANDAK 

NOMOR S4 TAHUN 2017 
TENTANG 

PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN LANDAK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK 

Menimbang 

Mengingat 

a. babwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 
283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintaban Daerab, yang mengamanatkan 
babwa pengelolaan keuangan daerab dilakukan secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 
manfaat untuk masyarakat; 

b. babwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerab perlu 
dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai 
dalam rangka mengatur pembayaran dalam pelaksaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten 
Landak; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Landak tentang Pedoman Pembayaran dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak; 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tabun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 
Tahun 2017; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang 
Implementasi Transaksi Non Tonai pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Susunan Pembentukan dan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PEDOMAN 
PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Landak. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

8. PPKD Adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya. 

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat 
daerah. 

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada perangkat daerah. 

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 



14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

15. User Admin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk 
menentukan atau menunjuk User Releaser dan User Maker. 

16. User Releaser adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk 
melakukan fungsi verifikasi kebenaran dan menyetujui transaksi transfer yang 
dibuat oleh User Maker. 

17. User Maker adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk 
melakukan fungsi pengajuan membuat atau menginput transaksi pemerintah 
daerah. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten 
Landak. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
Pengguna Anggaran (PA). 

20. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak 
ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran 
menggunakan kartu, eek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. 

21. Uang Kartal adalah alat membayar yang sah dan diterima oleh masyarakat 
dalam melakukan transaksijual bell sehari-hari. 

22. Uang Giral adalah alat pembayaran yang sah dikeluarkan oleh bank untuk 
mempermudah transaksi dan tidak perlu menggunakan uang kartal. 

23. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang 
bersifat pengisian kembali (revolving), diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 

24. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah uang yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran sebagai pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

25. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan SKPD yang besifat mendesak dan melebihi pagu uang 
persediaan yang ditetapkan dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 
langsung. 

26. Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga 
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 
pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK. 

27. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
SPP. 

28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen 
yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan 
Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 



29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD 
atau Kuasa BUD berdasrkan SPM. 

31. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1). Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah. 
(2). Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di 

bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, 
transparan dan akuntabel. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup: 
(1). Mekanisme Transaksi Non Tonai atas Penerimaan dan Pengeluaran pada 

SKPKD. 

(2). Mekanisme Transaksi Non Tonai atas Penerimaan dan Pengeluaran pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(3). Peraturan Bupati ini tidak mengatur Transaksi Non Tonai pada Penerimaan 
dan pengeluaran Dana Transfer, seperti; Bantuan Operasional Sekolah dan 
danaDesa. 

Pasal 4 
(1). Implementasi Transaksi Non Tonai berlaku pada setiap Tahun Anggaran 

berkenaan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

(2). Implementasi Transaksi Non Tonai meliputi Penerimaan dan Pengeluaran 
daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(3). Dalam Pegimplementasian Transaksi Non Tonai ini, Pemerintah Daerah 
menunjuk Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dengan melakukan 
pemindahbukuan ke rekening penerima. 

Pasal 5 
(1). Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja daerah merupakan batas 

tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. 



(2). Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan bukti dan dokumen 
yang sah untuk persyaratan pembayaran. 

(3). Penerimaan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Penerimaan lainnya. 

BAB IV 
MEKANISME TRANSAKSI NON TUNA! PADA SKPKD 

Pasa16 
(1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengatur dana yang diperlukan 

dalam pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. 
(2) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat 

Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa 
Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPD dan unit kerja. 

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah atau 
Kuasa Bendahara Umum Daerah. 

(4) Transaksi Non Tonai pada Bendahara Pengeluaran PPKD berupa pembayaran 
kepada pihak ketiga, Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan melakukan 
pemindahbukuan kepada rekening penerima. 

BABV 
MEKANISME TRANSAKSI NON TUNA! PADA SKPD 

Pasal 7 
( 1). Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan 

permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Uang Persediaan (SPM-UP) untuk membiayai kegiatan operasional kantor 
sehari-hari yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2). Untuk memperoleh ganti Uang Persediaan yang telah digunakan SKPD yang 
bersangkutan menerbitkan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang 
Persediaan (SPM-GU). 

(3). Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengajukan tambahan dengan menerbitkan 
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU). 

(4). Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) non tunai 
menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS Bank Kalbar). 

Pasal 8 
(1). Pembatasan Transaksi untuk penerimaan pendapatan daerah secara tunai 

yang bersumber dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: 
a. Pelayanan pembayaran pajak di gerai yang belum ada patugas Bank dan 

penerimaan penagihan yang dilakukan langsung di lapangan; 
b. Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau bagi 

masyarakat yang tidak mengunakan Kartu Indonesia Sehat. 
c. Jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pustu dan Polindes. 

(2). Setiap transaksi barang danjasa dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- 
s/d Rp.10.000.000,- dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) 
secara non tunai termasuk belanja pegawai yang meliputi Honor Tim/Honor 



PTT/Gaji/ Tunjangan Kinerja, penerimaan uang lembur, Pembayaran uang 
representasi dan tunjangan lain Anggota DPRD, kecuali untuk pembayaran 
transaksi berupa: 
a. uang saku dan transportasi peserta dalam suatu kegiatan. 
b. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan 

dalam perjalanan dinas. 
c. Pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dan operasional 

dan 
d. Rekening Telepon, rekening listrik dan rekening air minum. 

(3). Khusus pembayaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara non tunai 
kepada Pegawai Negeri Sipil atau PTT/Honor yang melakukan perjalanan 
dinas tanpa memperhitungkan batas minimal transaksi non tunai. 

(4). Berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan 
memindahbukukan kembali ke rekening bendahara pengeluaran SKPD. 

(5). Petugas yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 
ayat (2) dan (3) adalah Bendahara Pengeluaran SKPD. 

(6). Pengecualian terhadap pembayaran tersebut diatas ditetapkan dengan 
persetujuan oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 9 
(1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penguna Anggaranjuga sebagai 

User Admin dalam pengunaan fasilitas Cash Management System (CMS Bank 
Kalbar) dan apabila berhalangan tetap dapat digantikan oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

(2). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menentukan atau menunjuk User 
Releaser dan User Maker dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

Pasal 10 
Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebagai User Releaser. 

Pasal 11 
Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan sebagai User Maker. 

Pasal 12 
Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pelaksanaan transaksi non tunai 
menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS Bank Kalbar), eek, bilyet 
giro, dan uang elektronik dan nota pemindahbukuan kepada Bank Kalbar 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Landak 
Nomor 903/403/III-BPKAD/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dinyatakan tidak berlaku lagi. 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 29 es»mer 2017. 

BUPATI LANDAK 

TTD 

KAROLIN MARGRET NATASA 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA. KA ATEN LANDAK 

H 
NIP. 19¢03 1 003 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 4a 


